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KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirohmanirrohiim
Assalamu’alaikum.war.wab

Alhamdulillahirobbil’alamien, rasa syukur yang mendalam penulis 
panjatkan kepada Allah SWT, atas terbitnya buku yang keenam ini dengan 
Judul: “POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang 
telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang 
terang berderang. Judul buku ini selain di nilai menarik untuk di kaji karena 
membahas alasan-alasan terjadinya pembagian urusan pemerintahan 
dalam negara kesatuan, juga sebagai bentuk aktualisasi ke-ilmuan dari 
penulis yang mendalami dan mengembangkan mata kuliah Politik Hukum 
(Konstitusi). Politik hukum tidak hanya dimaknai sebagai makna normatif 
saja, melainkan politik hukum juga harus di maknai apa yang seharusnya 
dirumuskan dan dinormakan dalam pembentukan hukum. 

Politik hukum pembagian urusan pemerintahan tentunya memilki 
tujuan-tujuan yang hendak di capai oleh negara dan pemerintah. Buku 
ini memberi gambaran dan pengetahuan terkait alasan-alasan negara 
melakukan pembagian urusan pemerintahan. Penulis selalu berharap 
adanya respon dari semua pihak terkait substansi tulisan ini. Respon 
tersebut setidaknya sebagai bahan evaluasi bagi penulis untuk perbaikan 
penulisan berikutnya. Semoga buku yang sederhana ini dapat memberi 
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pembagian negara kesatuan atas daerah provinsi, dan daerah provinsi 
atas daerah kabupaten/kota merupakan pilihan kebijakan hukum 

negara dalam mempercepat tujuan-tujuan negara yang sudah digariskan 
dalam UUD 1945. Konsekuensi dari pilihan kebijakan hukum negara 
tersebut, dibarengi dengan adanya pembagian kewenangan dan urusan-
urusan dalam pemerintahan. Meskipun pembagian urusan pemerintahan 
yang dipilih untuk mempercepat tujuan negara saat ini bukan jaminan 
mutlak bahwa tujuan negara itu tercapai dan cara yang terbaik satu-satunya 
bagi bangsa dan negara. Tetapi pilihan politik hukum pembagian urusan 
pemerintahan tersebut saat ini merupakan pilihan yang terbaik. Pilihan 
yang terbaik saat ini bisa saja dalam proses berikutnya akan mengalami 
perubahan-perubahan dengan furmulasi yang sesuai dengan eranya. 
Dalam sudut pandang hukum tata negara, negara merupakan suatu 
organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada 
alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja 
mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara 
masing-masing alat perlengakapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan 
yang tertentu.1 Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu, apa yang 
menjadi tujuan bagi suatu negara ataupun ke arah mana suatu organisasi 
negara ditujukan merupakan masalah penting, sebab dengan tujuan inilah 

1 . Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm. 149.
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yang menjadi pedoman betapa negara disusun dan dikendalikan serta 
bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu.2 

Secara umum tujuan negara itu menyelenggarakan kesejahteraan 
dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan 
makmur.3 Pencapaian tujuan negara tersebut melalui organ-organ yang 
ada di dalam negara itu, yaitu Pemerintah. Pemerintah menjadi sub bagian 
terpenting dalam negara dalam mencapai tujuannya. Tidaklah heran 
ketika pengisian jabatan-jabatan dalam pemerintahan itu di isi oleh orang-
orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik latar belakang 
dalam hal sosial, pendidikan, maupun status sosial lainnya. Beragamnya 
latar belakang orang-orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan 
tidak lepas karena jebatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan itu 
berhubungan langsung dengan bagaimana pencapaian tujuan negara 
dan pemerintahan terwujud dan bagaimana pula metode yang tepat dan 
cocok dalam pencapaian tujuan itu. Namun demikian, pelaksanaan dan 
pencapaian tujuan negara dan pemerintahan hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang memiliki kekuasaan formal. 

Sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negara 
mempunyai cakupan kewenangan keluar maupun ke dalam. Wewenang ke 
dalam, berarti negara mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya 
negara melalui organ-organ yang ada dalam Negara. Wewenang ke luar, 
negara dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dengan negara 
lain, misalnya kerjasama antara negara di bidang ekonomi, perdagangan, 
militer, pariwisata, mengirim duta-duta besar untuk negara sahabat, 
menerima perwakilan negara-negara sahabat dan lain sebagainya. Namun 
demikian, meskipun Negara memiliki wewenang yang melekat, agar 
wewenang itu tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara, maka 
wewenang itu dilegalkan melalui konstitusi yang dianut. Wewenang 
adalah kemampuaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau 
kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku 

2 . I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara, Bandung: Refika Aditama, 
2009, hlm. 45.

3 . Soehino, Op.Cit, hlm. 148.
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BAB 1
SUMBER HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN 

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

A.	 Pancasila
Banyaknya sebutan bagi Pancasila baik Pancasila sebagai nilai filosofis 
negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai 
paradigma negara, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum negara. Hal yang demikian menunjukkan, bahwa pada Pancasila 
itu benar-benar mengandung dua hal pokok yaitu nilai spritualitas dan 
nilai sosialitas. Bagaiman Pancasila dirumuskan dan dibangun benar-
benar berangkat dari ijtihad dari perumus yang hanya memikirkan 
kepentingan Bersama, bukan memikirkan kepentingan-kepentingan 
kelompoknya apalagi sampai memikirkan kepentingan pribadi. Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, diatur dalam ketentuan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 
12 Tahun 2011 menyatakan: Pancasila merupakan sumber segala sumber 
hukum negara. 

Dalam penjelasan ketentuan pasal 2 diatas menerangkan: penempatan 
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai 
dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 alinea ke empat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kema-
nusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
dan Keadilan Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar fiolosofis negara 
sehingga setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan tidak 
boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber hukum secara sederhana dapat dimaknai segala sesuatu yang 
dapat menimbulkan atau melahirkan hukum/aturan. Bila sumber hukum 
di maknai demikian, maka sumber hukum itu tidak terbatas hanya pada 
peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan sumber hukum 
itu termasuk hukum yang tidak tertulis, sehingga dapat dikatakan bahwa 
sumber hukum itu masih bersifat universal. Dalam hal pembangunan 
hukum nasional, sumber hukum yang dijadikan sebagai inspirasi dan 
instrumen pokok bersumber dari nilai-nilai dan karakter daripada bangsa 
Indonesia. Dimana nilai-nilai dan karakter tersebut terintegrasi pada 
Pancasila yang dijadikan sebagai lambang Negara. 

Pancasila sampai saat ini masih dipandang dan diakui sebagai sumber 
dari segala sumber hukum nasional. Dasar normatif bahwa Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyatakan: Pancasila merupakan sumber 
segala sumber hukum Negara. Bahkan selain sebagai sumber dari segala 
sumber hukum nasional, Pancasila juga disebut sebagai pandangan 
hidup dan ideologi bangsa dan Negara. Sifat abstraktif dari Pancasila 
yang dinilai bersumber dari karakter dan nilai-nilai bangsa senantiasa 
dipandang dan di nilai mampu mengikuti perkembangan jaman. Oleh 
karena itu, Pancasila dipandang sebagai ideologi Negara masih mampu 
mempersatukan keberagaman pandangan dari latarbelakang masyarakat 
yang plural termasuk keberagaman partai politik yang ada. 

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, 
pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal 
dari kata bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata 
idein yang artinya melihat. Secara harfiah ideologi adalah ilmu pengertian-
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BAB 2
POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM UNDANG-

UNDANG TAHUN 1945

A.	 Pengertian dan hakikat politik hukum 
Formulasi pengertian politik hukum yang disodorkan oleh para ahli 
hukum kenegaraan memang menggunakan tatanan Bahasa yang berbeda-
beda. Tetapi dari setiap pengertian politik hukum yang disodorkan itu pada 
dasarnya memiliki kandungan makna yang sama, yaitu untuk kepentingan 
masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga demikian, tidak elegan ketika 
perbedaan formulasi atas makna politik hukum menjadi perdebatan 
disemua lini. Tetapi yang paling adalah bagaimana prinsip yang terkadung 
dalam pengertian politik hukum itu dapat diimplementasikan secara 
benar dan benar. Secara sederhana, segala bentuk peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh negara atau pihak berwenang pada dasarnya 
termasuk pengertian politik hukum secara sempit. Politik hukum tidak 
hanya sekedar dimaknai terjadinya proses pembentukan peraruran 
perundang-undangan dan proses penegakan peratauran perundang-
undangan belaka, melainkan politik hukum itu harus dimaknai semakin 
visioner dan komprehnsif. Hal ini agar pembahasan politik hukum semakin 
menarik dan menjadi perbincangan kenegaraan sepanjang masa. Politik 
hukum tidak hanya berbicara ius constitutum saja, melainkan politik 
hukum itu juga dimaknai ius konstituendum. Ketika politik hukum hanya 
sebatas ius konstitutum, maka perubahan dan pembaharuannya akan 
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mengalami stangnasi yang relative lama. Karena pihak yang berwenang 
tidak akan mau berfikir yang menghubungkan antara hukum yang seeing 
berlaku dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan, kebanngsaan dan 
kenegaraan. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,28 politik hukum merupakan 
kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. 
Instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang.29 Namun 
instrumen perundang-undangan menghadapi masalah, pertama, kesulitan 
untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, dan kedua, untuk membuat hukum yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Intisari pemikiran 
politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah 
berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, 
diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar 
secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD,30 politik hukum adalah 
legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk 
mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum 
baru dan penggantian hukum lama. Definisi politik hukum tersebut 
kemudian diperluas lagi dengan memasukkan aspek latar belakang dan 
lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi 
dalam upaya menegakkannya. Lebih rinci Moh. Mahfud MD, membagi 
tiga kelompok politik hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang hukum 
yang akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang 
mencakup penggantian hukum lama dan pembentukkan hukum-hukum 
yang baru sama sekali, kedua, latar belakang politik dan sub-sistem 
kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi 
tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan, dan ketiga, 

28 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alum-
ni, 2002, hlm.3-4. 

29 Ibid.
30 Moh.Mahfud M.D, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, 

Jakarta: 2006, hlm.5.
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BAB 3
POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI NEGARA KESATU-

AN BERDASARKAN UUD NRI 1945

Dalam bab ini akan dibahas, mengenai implementasi negara kesatuan 
Indonesia dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkeadialan sosial. Kesejah-
teraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar tujuan semata dalam 
mencapai tujuan negara, tetapi kesejahteraan itu juga akan membawa 
akses-akses positif lainnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerin-
tahan. Kesejahteraan menjadi parameter disetiap level pemerintahan dari 
pusat sampai ke daerah. Kesejahteraan amanat UUD 1945 yang paling 
urgen, karena hanya dengan sejahtera itu negara dapat menumbuhkem-
bangkan urusan-urusan lainnya yang bersifat ekternal dan sekunder. 
Negara memiliki kewajiban yang tidak lagi dapat ditawar-tawar lagi yaitu 
bagaimana masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera. Membuktikan 
bahwa masyarakat Makmur dan sejahtera paling tidak setiap masyarakat 
sudah lagi tidak kesulitan dan mempersoalkan terkait dengan kebutuh-
an pangan, sandang dan papan, meskipun antara masyarakat yang satu 
dan masyarakat yang lainnya tingkatan yang dimiliki terkait kebutuhan 
tersebut tidak sama. Terpenting negara hadir secara nyata dengan dasar 
iktikad baik dalam hal memciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 
tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh negara untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan adanya pembagian urusan dalam pe-
merintahan. Pembagian urusan pemerintahan dalam rangka bagaimana 
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negara lebih dapat mendekatkan kehadirannya pada masyarakat dengan 
pola dan metode yang sama antara daerah yang satu dengan daerah yang 
lain. Pengimplementasian negara kesatuan dalam UUD 1945 dapat dikla-
sifikasikan sebagai berikut: 

A.	 Pemerintah Pusat.
Secara konstitusional dan faktual, bahwa negara kesatuan republik Indone-
sia, dibagi atas daerah-daerah yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara 
dengan model yang beragam. Istilah Pemerintah merupakan kata yang 
menunjuk pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalankan 
fungsi dan bidang tugas pekerjaan, dengan demikian istilah Pemerintah 
menunjuk pada subyek.65 Struktur Pemerintah meliputi cabang-cabang ke-
kuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah ini sekaligus mencakup 
segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenang 
masing-masing. Jadi istilah pemerintahan mencakup pengertian-peng-
ertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara. Istilah 
Pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintahan 
itu sendiri. Namun demikian, tidak serupa pengertian dikalangan sarjana 
tentang Pemerintah, bahkan ada yang menganggap bahwa Pemerintah itu 
adalah sama dengan negara.66 

Menurut Montesquieu, pemerintahan dalam arti luas meliputi 
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti 
sempit menunjuk pada aparatur atau alat perlengkapan negara yang 
melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit, 
yaitu yang diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara di bidang 
eksekutif saja. Menurut van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh 
Sadjijono, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi bidang 
bestuur saja, yaitu segala tugas dan kewenangan negara dikurangi bidang 

65 Marium dalam Sudono Sueb, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah, Sejak Kemerdekaan 
sampai Era Reformasi, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 18. 

66 M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, cetakan ketujuh, 2008, hlm. 
109. 
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BAB 4
HAKIKAT PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  

MENURUT UUD 1945

A.	 Tujuan pembagian urusan pemerintahan 
Salah satu fungsi negara merumuskan kebijakan untuk kepentingan 

masyarakat yang berkeadilan sosial. Merumuskan kebijakan yang 
berkeadilan sesial menjadi bagian dalam mencapai tujuan negara. Dalam 
konteks negara hukum memang semua perbuatan dan Tindakan dari 
kekuasaan itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku, meskipun 
legalitas tersebut bukan satu-satu keabsahan dan legitimasi kekuasaan 
dalam berbuat dan/atau bertindak. Hukum harus di nilai sebagai dasar 
utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena dengan 
itulah setiap perbuatan dan/atau tindakan dari kekuasaan itu dapat 
dinilai. Membangun politik hukum dan merumuskan kebijakan dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan secara baik dan benar menjadi 
kewajiban negara. Untuk merumuskan kebijakan yang baik dan benar 
tentunya dibutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh negara/
pihak yang berwenang. Formulasi politik hukum dan rumusan kebijakan 
hukum harus memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan pertimbangan 
mengapa peraturan dibentuk. Di samping itu, setiap formulasi kebijakan 
hukum yang diambil oleh negara harus sesuai dengan sistem hukum 
positif. Dalam hal ini sangat terkait dengan bentuk negara kesatuan 
republik Indonesia. Penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah 
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merupakan suatu hal yang sangat sakral karena menyangkut tatanan 
dan keutuhan Negara kesatuan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam 
konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, secara filosofis 
bertumpuh pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alenea ketiga 
dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai 
hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan 
pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan 
secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan 
dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan 
negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif 
(parlamen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Sementara itu, 
pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara 
pemerintah pusat (nasional) dan satuan pemerintahan yang lebih rendah 
(pemerintah daerah).

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pembagian 
urusan pemerintahan itu tidak mutlak hanya berlaku pembagian urusan 
pemerintahan yang bersifat vertikal, melainkan pembagian urusan 
pemerintahan itu juga dapat terjadi secara horizontal. Pembagian urusan 
pemerimtahan secara vertikal menunjukkan terjadinya pembagian urusan 
pemerimntahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/
kota. Hakikat pembagian urusan pemerintahan adalah peluang untuk 
lebih cepat tercapainya tujuan negara terbuka. Jadi pembagian urusan 
pemerintahan sebagai sarana bagaimana tujuan negara atau pemerintahan 
itu lebih efektif dan efesien, serta sedikit mengurangi untuk membebani 
keuangan negara. Di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat 
perspektif apa hakikat tujuan dilakukan pembagian urusan pemerintahan. 

1.	 Dalam perspektif filosofis
Sebagai negara yang memiliki ideologi, pandangan hidup dan sumber 
dari segala sumber hukum negara, yaitu Pancasila, maka semua sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus bercermin 
pada nilai-nilai Pancasila, baik nilai yang eksplisit ataupun nilai-nilai 
Pancasila yang implisit. Pancasila harus dijadikan sumber nilai dalam 
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BAB 5
MEMAKNAI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 

DALAM  MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN 
BERDASARKAN UUD 1945

A.	 Tujuan negara berdasarkan UUD 1945
Pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
oleh negara yang bersangkutan. Setiap tujuan negara juga memiliki 
batasan-batasan tertentu dan ruang lingkup, agar dalam menjalankan 
tujuannya memiliki rambu-rambu tertentu. Untuk melihat bagaimana 
tujuan negara, lazimnya diatur dalam konstitusi yang dianut oleh negara 
tersebut. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sudah 
barang tentu memiliki konstitusi dalam menjalankan roda kenegaraan 
dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Konstitusi 
yang dianut di Indonesia disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945. Jadi untuk mengetahui apa 
dan bagaimana tujuan negara Indonesia dapat dilihat dan dipahami dalam 
bangunan norma hukum yang ada pada UUD 1945 dan peraturan lain 
sebagai turunan dari UUD 1945. Karena UUD 1945 sebagai hukum dasar 
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, hanya mengatur hal-hal yang 
pokok dan mendasar, sedangkan pengatura lebih operasional dan konkrit 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945. 

Tujuan negara Indonesia tidak lepas dari sikap politik hukum negara 
yang memilih untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Cikal bakal 
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tujuan negara Indonesia tersurat dalam pembacaan teks kemerdekaan, 
yang ditindaklanjuti dengan diberlakannya UUD 1945 pada tanggal 18 
Agustus 1945. Jadi antara sikap politik hukum negara yang ingin berdaulat 
dalam segala hal, dengan keberlakuan dari hukum dasar yaitu UUD 
1945 selisih hanya satu hari. Pesan yang dikumandangkan dalam teks 
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 secara garis besar memuat hal-hal 
sebagai berikut: Pertama, pernyataan sikap dari seluruh bangsa Indinesia 
yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta, bahwa Indonesia telah merdeka dan 
berdaulat. Kedua, Pernyataan bahwa pemindahan kekuasaan dilakukan 
dalam tempo yang singkat. Ketiga, pernyataan secara tersirat untuk 
melakukan perbaikan dan pembenahan dalam semua lini kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Selanjutnya, pemaknaan lebih konkrit daripada bunyi teks proklamasi 
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 diperjelas melalui UUD 1945 se-
bagai hukum dasar negara. Tujuan negara yang lazim diuraikan oleh para 
ahli cenderung hanya apa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 
khususnya alinea ke IV. Padahal sesungguhnya bangunan norma hukum 
yang terdapat dalam UUD 1945 dari pembukaan sampai pada pasal-pasal 
yang ada itu merupakan tujuan dalam bernegara Indonesia. Pembukaan 
UUD 1945 sebagai pintu dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945. 
Pembukaan bukanlah norma hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk melihat apakah sebuah kekuasaan itu melanggar UUD 1945 atau ti-
dak melanggar. Melainkan pembukaan UUD 1945 sebagai spirit sekaligus 
patokan nilai bagi kekuasaan dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945. 
Oleh karena itu, sebelum merumuskan pasal-pasal UUD 1945 terlebih 
dahulu harus memahami teks dalam pembukaannya. 

B.	 Kesejahteraan sosial menjadi batasan dalam menjalan-
kan urusan pemerintahan

Tingkat keberhasilan negara dan pemerintahan dapat di ukur dan di lihat 
dari sudut pandang sejauhamana tingkat keberhasilannya menciptakan 
kebercukupan bagi setiap masyarakat setidaknya dalam memenuhi 
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GLOSARIUM

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga negara yang kekuasaannya 
membentuk Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan Otonomi Daerah. 

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/
atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum. 

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan 
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu 
dalam rangka Dekonsentrasi. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada dae-
rah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masya-
rakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi ke-
wenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 
Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah su-
atu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, 
transparan, dan bertanggung jawab.

Pancasila: sumber dari segala sumber hukum nasional, pandangan hidup 
bangsa dan falsafah Negara.

Prolegnas (Program Legislasi Nasional): Upaya dan bentuk perencanaan 
Negara dalam pembangunan hukum nasional.
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Prolegda (Program Legislasi Daerah): Upaya dan bentuk perencanaan 
pemerintah daerah dalam Pembangunan hukum daerah. 

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk me-
nyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum dasar negara kesatuan 
Republik Indonesia yang menempati hierari tertinggi dalam hierarki 
perundang-undangan positif.

Undang-Undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden 

Peraturan Pemerintah Pngganti Undang-Undang atau Perppu adalah 
bentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama de-
ngan undang-undang dan dikeluarkan ketika negara dalam keadaan 
genting dan memaksa. 

Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 
yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.

Pembangunan hukum: Membangun suatu tata hukum, beserta perangkat 
yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut.

Politik hukum: Apa yang dinormakan dan apa yang seharusnya di nor-
makan dalam setiap pembangunan atau pembentukan peraturan 
perundang-undangan.

Tata Hukum: Susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang 
tertata sedemikian rupa sehinggga memudahkan seseorang untuk 
menemukannya untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu 
dalam masyarakat.

Negara Kesatuan:  Negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan 
kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara 
berada pada pemerintah pusat. 

Negara Federal: negara dimana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehing-
ga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang 
bidang tertentu bebas satu sama lain.

Negara Hukum (rechtsstaat)Negara). Dimana dalam kegiatannya baik yang 
dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya nerdasarkan 
atas hukum. Disini hukum sebagai pembatas bagi keduanya. 
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Negara Hukum Formil: negara hukum yang mendapat pengesahan dari 
rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, 
harus berdasarkan undang-undang.

Negara Hukum Materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripada 
negara hukum formal. Jadi, dalam negara hukum formal, tindakan 
dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku 
asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum materiil tindakan dari 
penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya 
dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku 
asas opportunitas.

Negara Kesejahtetraan (walfare State): Yaitu Negara yang mengutamakan 
terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Sehingga Negara 
berkewajiban untuk mewujudakannya.

Kepastian Hukum “sicherkeit des rechts selbst”: Kepastian tentang hukum 
itu sendiri) Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian 
hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah 
perundang-undangan (gesetzliches recht). Kedua, bahwa hukum itu 
didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang 
penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan 
baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan 
cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, 
di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak 
boleh sering diubah-ubah.

LandasanFilosofis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 
RUU Praktik Pekerjaan Sosial mempertimbangkan pandangan hidup, 
kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta fal-
safah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Yuridis: Yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 
bahwa RUU ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau 
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

Landasan Sosiologis:  pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 
adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta 
empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 
dan negara.
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